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ABSTRAK

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan salah satu mekanisme dari
penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru.
Melalui Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru diatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
Penyelenggaraan Pendidikan setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan yang
berbeda, Dalam rangka kepastian terjaganya efektivitas dan efisien manajeman
pendidikan tersebut, dibutuhkan pengawasan dari lembaga pengawas pendidikan.
Pengawasan secara internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai
kewenagannya pada Satuan Pendidikan, sedangkan pengawas pendidikan secara
eksternal dilakukan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan laporan dan
pengaduan masyarakat terhadap Pelanggaraan Penyelenggaraan Pendidikan. Di
Kota Padang penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan
Kota Padang, tetapi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut
masih adanya terjadi permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari laporan masyarakat
yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat
dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang masih banyak permasalahan
dilapangan. Salah satu materi laporan yang diterima Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sumatera Barat adalah Tindakan Maladministrasi saat
Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang. Adapun yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Tata cara pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang?, 2) Bagaimana Tindakan yang
dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat
terhadap Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang?, 3)
Bagaimana Upaya Pencegahan terhadap Tindakan Maladministrasi Penerimaan
Peserta Didik Baru di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis-sosiologis (empiris). Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, jenis dan
sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi
dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan
maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif.
Penelitian ini dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera
Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa masih terjadinya Tindakan
Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang yaitu berupa
penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, punggutan liar dan penyalahgunaan
wewenang yang dilakukan sekolah dan penyelenggara pendidikan.
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